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SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES
Nomor D032 Kptn/ OT. 050, F4,0/01 /2020

TERTANG

PETUNJUK PENANGANAN BENTURAN KEFENTINGAN

PADA BALAI BESAR VETERINER WATES

KEFALA BALA] BESAR YETERINER WATES

Menimbang  : 1. Bahwa salah sty penyebab  terjadinga  korupsi
karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan

penyelengeara Negar;

2. Bahwa dalam menuju lata kelola pemerinish vang

bebas dar komapsi diperlukan suaty
bebas dari benturan kepestingan:

koadisi vang

d. Bahwn dalam rangka  uwpaya unmk mencegal

terjadimva tidak pidany korupsi yan

E dischabkamn

alel kedekatan hubunean priadi/ golongan dalam
kegintan tertenty yang berkaliagn dEfgan pengmunaan
anggaran dan/ atag sumberdaya Org@nisasi lainnya
diperiukan pennnganman benturan ke pentingan: '

4. Bahwa sehubungnn dengan kgl tEramhy
ditetapknn  petunjuk  peluksanaan
benturan kepentingan:

t dintas, periy
PERANZanan

Mungingat L. Undang-Urdlang Momor 2B Tahun 1999 teruang
Penyelenggarnan Negarn yang Bersih dan Bebas duri

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

4. Undong-Undang Nomer 20 Tahun 200 benitiang

(&)= YKan

== -
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Perubshan as Undang-Undang Nomer 33 Tahun
195945 tentang Pemberantasan Tindak Pldana Korypai:

Undang-Undang Mo, 17 Tanyn 2003 tentang
Keuangan Negara {Lembaran Wegnra Bl No. 47 tahun
4003, Tambahan lembagan Negarn Nomor 20|

Undang-Undang Momoe 30 Tahun 20032 tefilang
Komist Tindak Fieann Korupsi,

Undang-Undang Ne, 01 Tehun 2004 1enlang

Perbendaharaan Negara [Lembaga Megara BI No. 5
Tahun 2004, Tambahan lembaran Negara Noo 4355):

Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2014 Entang
Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupal;

Pernturan Menteri Pemberdayasn Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi [PAN-RB) Nomor 20 Tahun
2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zons
Integritns Menuju Wilayah Bebas dari Korupsl &
Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerisitah
Daerah;

Peraturan Menteri Pemberdayann Aparatur Megara
dan Reformasi Birokrass (PAN-RE] Nomer 37 Tahug
2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Bentiran

Kepentifsgan;

Peraturan Menterl Pemberdayaan Aparatis Negara
dan Relormasi Birckrasi (PAN-RE] Nomer 52 Tahus
2014 tentang Pedaman Pembangunan Zana Incegritas
Memuju  ‘Wilayah  Behns  daord Korupst / Wilayah

Birokrasi  Bersih dan  Meloyani  dj Lirigkungan
Inatansi Pemerintah;



MENETAPEAN

Fervama

1. Peraturan Menteri Pertanian [

4 Permentan fOT. 140372013 fentang Onganisasi
dan Tata Kerja Balai Besar Yeteriner:;

11, Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.

06/ Kpts/KU.0U0/01 F20018 tentang  Penetapan
Pejabat  Pengelela Eeuangan  Lingkup  Direktorat
Jenderal  Perternokan  dan Kesehatan  Hewan
Rementerian Pertanlan tanggal 02 Janoar 2018;

12, Perabiran Menteri Perianian famor

a5 Permentan OT.140/4 /2014  tanggal 17 April
2014 entang Rincian Tupas Pekerjaan Unit Kerja
Eselon IV Balai Besar Veteriner;

SNl 153 37001:2016 Tahun 2016 fentang Sistem

Manajemen Anti Penyuapan (SMAP| Balai Besar
Veleriner Wates;

L3,

14, Surat Petikan Dafar lsian Pelaksanaan Anggaran

I3F-DIFA] Balad Besar Veteriner Wates Yogvakara
Tahun Anggaran 220 NHomor ; SP DIPA-O18-
06.2.239544 £ 2020 Tanggal 12 November 2019,

: Mencabut SK nomar 02065 Kpas/OT.050/F5.D/01,/2019
tanggal 2 Januari 2009 tentang petunjuk penanganan
benturan kepentingan Balai Besar Veteriner Wates;

¢ Menetapkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada
Blalai Besar Veteriner Wates sebagnimana tercantum
dalam  lampiran yang merapakan bagian yang telak

perplsahkan darl Keputusan Kepaka Balai Besar Veteriner
Wates ink;



Ketiga ! Menetapkan Petunjuk Penanganan Benturan Kepentingan
pada Balai Besar Veteriner Wates sepertl tercantum pada
lampiran yang merupakan bagion tdak terpisahkan dari
Kepnilsan ink;

Keempat : Petunjuk Penanganan  Benluran  Eepenlingan  sepert
terlampir dalam lampiran Surmtl Keputuaan ind wajib
dilaksanabn Heh Fenvelengparaf pelaksana dan
merupakan peloenan doalam melaksanakan penanganan
benturan kepentingan pacda Balai Besar Veteriner Wates;

Kelima : Kepuetusan ini berlaku pecda tanggal ditetaphkean, dengan
ketentison  ppohbila kemudion hori  terdopat kekelirian
dalam penetapannya, moka okan dinbah dan diperbaile

sebagnimann mestinya;

Ditetapkan di  : Yogyakaria
Pada tanggal - 02 Janaari 2030

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Bekretaris Jenderal Kementerian Pertanion di Jakarto
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakasta
4. Sekretaris Ditjen Peternakan dan Keswan di Jakorta



LAMFIRAN | : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES

HOMOR P 2032 fKps/OT.050/FP4.0/01 /2020

TENTANG PETUNJUK PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAK
FADA HALA] BESAR VETERINER WATES

TANGGAL  : 02 .Januari 2020

ORGANISASI BUSUNAN TIM PENARGANAN BEENTURAN KEPENTINGAN
PADA BALAI BESAR VETERINER WATES

I. Nama : Drh. Bagoes Poermadjags, MSc.

HIF L 19608201 95003 1003

Pangkat/gol  : Pembina Utama Muda, IV c

Jabaran : Kepala Baial
2. Nama : Drh. Tugiyat.

NIF : 19651208199803 1002

Pangkat/gol  : Pembina, IV/a

Jabatan : Kepala Bagian Umum
3. Hama i Drh. Didik Yulsamta, MSc,

HIF D 19TTOT 24200604 100 1

Fangkat f pal i Pemnbina, IVia.

Jabagan : Kepala Bidang Program dan Evaluasi
4, Mama : llen Wk Setyaeenti, SE.

MIP - 19T T02 15003123001

Fanghat / gol : Penata The 1, I

Jabalass : Kepala Subbagian Tata Usaha Kepegawaian
5. Nama i Drh. Ari Puspita Dewi, M.S¢,

HIE : 19810801 33006042001

Pangkat /gl ¢ Penatn The [, 10/d

Jabatan ! Kepala Sekal Evaluasi dan Peloporan
4. Hamn : Taminti, 5.5, M.Ec_Dev,

NIP 1 19840622001 TI0045



LAMPIRAN 2 . KEFUTUSAN K
NOMOR . EPALA BALAI BESA

R VETERINE
i U2032/Kpts/OT.050/ F4.0/01 12020 N
ANG PETURJUK PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
FADA BALAI BESAR VETERINER WATES
TANGGAL  : 02 Januari 2020

FETUNJUK PENANGANAN BENTURAN

KEPENTINGAN

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uniuk melaksanakan tugas-tugas dalam proses pembangunan Pertanian
sangat diperlukan edanya penvelenppara negnsa  vang bersih  dan
beraibawas, bebas dard Borupasi, Kelusi dan nepotisme, sfekil dan efisen,
kKarena setiap penyelenggara  negara mempunyal péranan  vang
meteniukan. Selaln vang diisyaratican utuk memiliki profesionalisme,
harus jugs mempunyni sikap mental yang jujur dan penuh msa
pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara dan bangss seris harus

menguiamakan  kepentingan umum  diatas  Kepentingan pribadi aay
golongan.

Pemerintah selama i esah mengupayakan terciptanys penyelenggara
negara yang sebagaimana dimeksud diotns dengan berbagni ketijakan
vang mengater pembatasan-pembatasan kegiatan tertentu dengan tujusn
terhindar dari situasi atsu kondisl benturan kepentingan seperti hal ova
PeraturanPemerintah mengenai larangan PNS menjodi anggots parped,
pemibatasan kegiatan PNS dalam usaha swasta, danbeberapa pembatnsan

kegintan PNS  dalam  rangks  pondayagunaasn  aparatur  oegam dan
kesplerlsannan hadap.

Pemohoman yang  kurang  terhadap  benturan  kepentingan  dapar
menimbulkan  beragam  pennfsitan yang dapat  mempengarb
pengambilan kebijulknn don pelaksanann tugns kedinnsan  dan dapat
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Pegawai Megeri Sipi negara Repy
ipil/ PNS adalah setia
r 5 P hrﬁ -
Lr;?:;'l::u: jm:;ﬂ:h memenuhi syarat yang ditenngkan I:II:ngl-rm :l::
FAng nang dan disrahi tugas dalam suany ik i
dan tugas lainnya dan digaji berdasarkan |:-.:r|11.'m-.||r||J:I “1'::'"*!?3“
vang berlaky, i

dE'.n.hnm ;abmanudaj.ah rahasia menenai atay yang ada hubungannya
hmgsnEkEEﬁm lertentu dan dibuat aleh Pemimpin instansi yang

F'-Ejﬂ.hﬂ.l Fungﬂl.ﬂl'li!l PHS adalah |-|_-|_l|;||_1|;'||,|h|:|_|'|_ yimg mﬂﬁunj“l'ﬂ'lﬂll Lugas,
LANEEUNE jawab, wewenang dan hak scorang PNS dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanann tugasnya didasarkan kepada
"{":_“'d'““-"‘ dan/atau ketrampilan tertenty serta bersifat mandiri,

Mitra usaha/ Pihak ketign adalah pihak perseorangan maupun
peTusahfan yang menjalin kerjpsama  berdasarkan potensi  dan
kelayakan yang saling menguntungkan dengan berpedoman pada
ketentuan vang berlaku.

Wewenang jabatan adalah kekuasaan yang sah untuk melaksanakan
Peranan  sesual  dengan  jabatan dalam  arti kemampuan  wntuk
melakukan sesuaty atay memerintah orang lain untuk melakokan
ata tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan [eFeniy

D, Pejabat yang berpotensi memiliki benturan kepentingan di lingkup
Balai Besar Veteriner Wates adalah

a. Pejabat Struktural yang berwenang dalam pengambilan keputusan
dan penentuan kebijakan yaitu !

Kepala Balai;

Kepala Bidang Program dan E\:_ilua.ﬁ;

Kepala Bidang Pelayanan Veteriner,

Eepala Bagian Umum;

Kepala Seksi Program;

Kepala Seksa Evaluasi dan Pelaporan;

Kepala Seksi Folayanan Teknis;

Kepala Selesi Informasi Veterimer,

9. Kepala Subboagian Tala iUsaha dan KepEgRwakan;

10, Kepala Subbagion Keuangarn;

11. Kepala Subbagion Rumah Tangen don Perlengknpnn;

12 Koordinatos Pejubat Fungsional.

m o o b L B
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C. Tata cara penanganan benturas kepentingan

1. PHE diwapbkan melaporkan atou membeckan L—_“W potensi
benturan  kepentingan  dalam  jabatannya  berkaitan  dengan
penstapan keputusan danfatau tdndakan,

2. Masyaarakat yvang terkast dalam pengambllan keputusan dapat
melaparkan atau memberikon keterangan adanya dugaan benturan
kepentingan  pejabat  dalam  menetapkan  keputusan  dan/acau
tindakan.

3. Laporan atau keterangan tersebut disampaikin kepada amasan
langsung pejabat pengumbdl keputusan dan/ataw tindakan dengan
mencaniumkan identias jelas pelapor dan melampickan b k-
bukti lorkmi,

& Atmsan lonsung pejolsat lersebul semerikesn tentang kebenaran

laparan PNS dan m;
Iaporan diterima .

Apabila hasi) :
Pemeriksaan e "
dan sty tindakan S rsebut tidak bemar mak

e

ang dilaporkan tetap berlaky,

& Eepuiusan



PENUTUP

Petunjuk penanganan benturan kepentingan  ip Agar dipunakan ==huign;

acuan dalam I'I'IEI'I'iHI"IHIJ'Li, mencegmh, dan meEnangani beEniuran I'E'L'F":'“i-“tu-ﬂ
seCara konsisien,

Yogvakarta, 052 Januari 3020
Kupala Halai

ei Poermadjaja, M,.Sc
JOE20 199003 1003












